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Salinan 

NO : 4/LD/2013 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

NOMOR :  4 TAHUN 2013      
 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

NOMOR :  4  TAHUN 2013 

 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI INDRAMAYU, 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan 

ketentuan Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun  

2011 tentang Perumahan  

dan Kawasan Permukiman, 

pemerintah daerah mempu-

nyai wewenang menyusun 

dan menyempurnakan 

peraturan perundang-

undangan bidang perumahan 

dan kawasan permukiman 

pada tingkat kabupaten/kota 

bersama DPRD; 
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  b. bahwa untuk mengarahkan 

pembangunan perumahan 

dan kawasan permukiman 

secara berdayaguna, 

berhasilguna, serasi, selaras, 

seimbang, dan berkelanjutan 

perlu disusun rencana 

pembangunan dan 

pengembangan perumahan 

dan kawasan permukiman; 

 

  c.  bahwa berdasarkan pertim-

bangan sebagaimana dimak-

sud pada huruf a dan  huruf 

b tersebut di atas, perlu 

menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Dan 

Pengembangan Perumahan 

Dan Kawasan Permukiman; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945; 
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2. Undang - Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa 

Barat (Berita Negara Tahun 

1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan 

mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851);  

 

3. Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah 

(Lembaran   Negara  Republik  
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 Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 

59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844);  

 

4. Undang-Undang Nomor 38 

Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 

132, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 4444); 

 

 

 

 

5 

  5. Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

4725); 

6. Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah 

dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

5043);  

  7. Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 
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  8. Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

5188); 

 

9. Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234);  

 

  10. Undang - Undang Nomor 20 

Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5252); 
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  11. Peraturan Pemerintah Nomor 

4 Tahun 1988 tentang 

Rumah Susun (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 1988 Nomor 7); 

 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 

6 Tahun 1988 tentang 

Koordinasi Kegiatan Instansi 

Vertikal di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 1988 Nomor 10); 

 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 

80 Tahun 1999 tentang 

Kawasan Siap Bangun dan 

Lingkungan Siap Bangun 

Yang Berdiri Sendiri 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 

171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 3892); 
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  14. Peraturan Pemerintah Nomor 

16 Tahun 2004 tentang 

Penatagunaan Tanah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 

45, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 4385); 

 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2013 tentang 

Ketelitian Peta Rencana Tata 

Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5393); 

 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten 

Indramayu Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Dinas Daerah 

Kabupaten Indramayu 

(Lembaran Daerah Kabupaten 

Indramayu Tahun 2008 

Nomor 8, Seri D.4); 
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  17. Peraturan Daerah Kabupaten 

Indramayu Nomor 20 Tahun 

2011 tentang Rumah Susun 

(Lembaran Daerah Kabupaten 

Indramayu Tahun 2011 

Nomor 20); 

 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten 

Indramayu Nomor 1 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten 

Indramayu Tahun 2011-2031 

(Lembaran Daerah Kabupaten 

Indramayu Tahun 2012 

Nomor 1); 

 

  19.Peraturan Daerah Kabupaten 

Indramayu Nomor 5 Tahun 

2012 tentang Tata Cara 

Pembentukan Produk Hukum 

Daerah Kabupaten 

Indramayu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Indramayu Tahun 

2012 Nomor 5); 

 

 

 

 


